
BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Menurut penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat 

menyimpulkan sebagai berikut:  

1. Dalam pengimplementasianya kewenangan Mahkamah 

Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkada pada 

tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa terimplementasikan dengan 

baik dan efisien. Proses penyelesaian sengketanya melalui 

beberapa tahapan sebelum ke meja persidangan dan dinilai dapat 

meminimalisir terjadinya menghambat waktu selama proses 

persidangan yang dibatasi oleh Undang-Undang.  

2. Kinerja divisi penyelesaian sengketa pemilu pada dasarnya dapat 

dikatakan baik dalam menangani sengketa pemilu pada tahun 

2020. Keputusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah konstitusi 

bersifat final dan mengikat, bawaslu mempublikasikan hasil 

sengketa secara transparan sehingga masyarakat dapat mengakses 

hasil tersebut secara terbuka. 
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B. Saran  

Berdasarkan pembahasan diatas yang telah dipaparkan pada bab 

sebelumnya maka dalam hal ini peneliti memberikan saran-saran 

sebagai berikut :  

1. Kepada pembuat regulasi untuk mengindentifikasi dan 

memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran dalam pilkada, 

mengoordinasi, mensupervisi, membimbing, memantau dan 

mengevaluasi penyelenggaraan Pilkada. Perlu diadakannya 

pembaharuan untuk membentuk Pengadilan khusus Pilkada 

untuk segera dilaksanakan semata dalam rangka meningkatkan 

kualitas pilkada di Provinsi Banten bukan semata sebagai ritual 

politik, namun harus di dorong sebagai upaya demokratisasi di 

daerah, namun lebih jauh menciptakan Pilkada yang 

berkeadilan. Pilkada guna mewadahi dan melindungi hak 

konasitusional warga negara dalam memperoleh kepastian 

hukum. 

2. Proyeksi pembentukan lembaga peradilan khusus sengketa 

Pilkada seperti yang disebutkan pada pasal 157 lebih 

diutamakan agar Mahkamah Konstitusi dapat fokus 

menjalankan tugas yang diamanatkan UUD 1945. Tentunya 
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agar proses penyelesaian sengketa dapat lebih mengandung 

unsur kepastian hukum dari segi kelembagaan dan wewenagnya 

, optimal dalam pelaksanaanya, dan Pilkada yang jujur 

demokratis dan tetap berkeadilan dapat terwujud. 

 


